
DEDY SUPRIYADI 

Ttd 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BEKASI 

25 Februari 2022 Tanggal 

Dlundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi 

Nomor 1 Tahun 2022 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR : 1 TAHUN 2022 

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 

-- .. 



a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian rekening sub rincian 
belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022, maka untuk 
melaksanakan program dan kegiatan tersebut perlu dilakukan 
melalui Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diatas, maka Perubahan Peraturan Bupati Nomor 110 
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 tersebut 
perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah denganUndang-Undang .Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 4355); 
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4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia N omor 5340); 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6321); 

18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 
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21 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndoriesia Nomor 6224); 

22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanj a Daerah, dan Tertib Adrninistrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1213); 

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonior 1 7 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 926); 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 110 TAHUN 2021 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

MEMUTUSKAN : 

30 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 
tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi 
Jawa Barat; 

31 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7); 

32 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2011 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2017 Nomor 1); 

33 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2); 

34 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 
Nomor 5); 

35 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2018 Nomor 6); 

36 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 5); 

37 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 
Nomor 110); 

38 Keputusan Bupati Bekasi Nomor : Nomor : KU.02.03/Kep.73- 
BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun Anggaran 2022. 

Menetapkan 
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H KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 1 
l 

Diundangkan di 

AKHMAD MARJUKI 

t.t.d 

Plt. BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di : Cikarang Pusat 
pada tanggal : 24 Pebruari 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, 
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 2 

Beberapa ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 
110 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 110) diubah sehingga harus dibaca sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini 

Pasal 1 


